Check for
updates

B OPEN ACCESS

Sitasi: Satryadin, M., A., Hadna, A, H.,
Putra, R.A.R. (2025). Implementasi
Kebijakan Sertipikat Tanah Elektronik dalam
Konteks Transformasi Digital di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bintan. Matra
Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan,

9(2), 107-121. https://doi.org/10.21787/
mp.9.2.2025.107-121

Dikirim: 24 Maret 2025

Diterima: 13 Oktober 2025

Diterbitkan: 30 November 2025

© Penulis

ooee

Artikel ini dilisensikan di bawah lisensi
Creative Commons Atribusi-NonKomersial-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional

Kata Kunci: Implementasi
kebijakan, Sertipikat tanah
elektronik, Transformasi
digital sektor publik.

MATRA PEMBARUAN

Jurnal Inovasi Kebijakan

ARTIKEL

Implementasi Kebijakan Sertipikat Tanah
Elektronik dalam Konteks Transformasi Digital di
Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan

Implementation of Electronic Land Title Policy in
The Context of Digital Transformation at the Bintan
District Land Office

Maulana Arba’ Satryadin
Putra 3

123 Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan/Universitas Gadjah Mada

=1 Agus Heruanto Hadna @ 2, R. Ahmad Romadhoni Surya

123 Jalan Tevesia, Bulaksumur Yogyakarta, 55281

¥ maulanaarbasatryadin@mail.ugm.ac.id

Abstrak: Pesatnyaperkembanganteknologidaninformasitelahmendorongperubahan
dalam layanan sektor publik, termasuk adopsi inovasi digital untuk mempermudah
akses layanan di sektor publik. Dalam merespon perkembangan ini, Kementerian
ATR/BPN menetapkan kebijakan sertipikat tanah elektronik untuk publik melalui
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 yang dilaksanakan secara bertahap
mulai pertengahan tahun 2024. Kebijakan ini kemudian diprioritaskan terhadap
104 Kantor Pertanahan, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan melalui
Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 285/SK-0T.01/11I/2024. Tujuan penelitian ini
untuk menganalisis kesenjangan antara desain kebijakan sertipikat tanah elektronik
dengan pelaksanaannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, serta memetakan
faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sertipikat tanah elektronik di tingkat
lapangan. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan
data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada informan dan observasi, serta
data sekunder yang diperoleh dari jurnal, data dan dokumen lain yang relevan. Hasil
kajian terhadap pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
sertipikat tanah elektronik di Bintan terhambat oleh pendekatan top down yang kurang
mempertimbangan kesiapan data elektronik di lapangan. Sosialisasi kebijakan belum
optimal, dan kualitas data pertanahan elektronik masih menjadi tantangan. Faktor
kepemimpinan, interoperabilitas, birokrasi, dan budaya digital turut mempengaruhi
kelancaran kebijakan ini. Secara praktis, temuan penelitian ini mengimplikasikan
perlunya pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif dalam implementasi kebijakan
sertipikat elektronik. Inovasi kebijakan publik harus didasarkan pada data agar
transformasi digital yang dijalankan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan dalam
mengatasi masalah riil pelaksanaan birokrasi digital di masyarakat.

Abstract: The rapid development of technology and information has driven changes in
public sector services, including the adoption of digital innovations to facilitate access
to public sector services. In response to these developments, the Ministry of Agrarian
Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) has established a policy
on electronic land certificates for the public through ATR/BPN Ministerial Regulation No.
3 of 2023, which will be implemented in stages starting in mid-2024. This policy was
then prioritized for 104 Land Offices, including the Bintan Regency Land Office through
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ATR/BPN Ministerial Decree Number 285/SK-0OT.01/111/2024. The purpose of this study
is to analyze the gap between the design of the electronic land certificate policy and its
implementation at the Bintan Regency Land Office, as well as to map the factors that
influence the implementation of electronic land certificates at the field level. This study
applies a qualitative approach using primary data obtained through interviews with
informants and observations, as well as secondary data obtained from journals, data,
and other relevant documents. The results of the study on policy implementation show
that the implementation of the electronic land certificate policy in Bintan is hampered by
a top-down approach that does not take into account the readiness of electronic data in
the field. Policy dissemination has not been optimal, and the quality of electronic land
data remains a challenge. Factors such as leadership, interoperability, bureaucracy,
and digital culture also influence the smooth running of this policy. In practical terms,
the findings of this study imply the need for a more participatory policy approach in
the implementation of the electronic certificate policy. Public policy innovation must be
based on data so that the digital transformation that is carried out can be on target and
sustainable in overcoming the real problems of digital bureaucracy in society.

1. Pendahuluan

Dinamika persaingan penguasaan teknologi antar negara di dunia telah berdampak
pada perubahan signifikan dalam perkembangan bidang teknologi dan informasi.
Sekat-sekat antar negara seolah runtuh karena manusia telah saling terhubung antara
satu dengan yang lainnya dalam era yang disebut sebagai dunia digital. Pesatnya
perkembangan digital dalam teknologi dan informasi ini membawa dampak positif
dalam efektivitas dan efisiensi layanan publik ( ).

Penerapan dan penggunaan teknologi digital memberikan sejumlah manfaat nyata.
Digitalisasi layanan publik telah menjadi agenda rutin para pembuat kebijakan
selama lebih dari satu dekade ( ). Melihat keadaan dunia saat
ini, transformasi digital layanan publik menjadi suatu keniscayaan bagi sektor
pemerintahan di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
memberikan pelayanan publik ( ). Efektivitas dan efisiensi layanan
publik idealnya diwujudkan dengan adanya kebijakan pelayanan yang tepat guna dan
mengedepankan prinsip kesetaraan dalam lingkup sosio demografis masyarakat yang
beragam ( ).

Saatini,transformasidigitaldalamlayanan publik sudah menjadituntutan. Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( )
merupakan lembaga pemerintah berbasis pelayanan tidak dapat dilepaskan dari
upaya transformasi untuk memberikan layanan publik bagi masyarakat (

). Grand design modernisasi pelayanan pertanahan dicanangkan
sebagai upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi melalui modernisasi pelayanan
pertanahan ( ).

Transformasi digital sertipikat tanah merupakan upaya untuk mempercepat proses
pendaftaran tanah. Pengembangan sertipikat elektronik dilakukan dengan bantuan
teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem pendaftaran tanah yang telah
dimodernisasi ( ). Sertipikat tanah analog membutuhkan ruang fisik
yang cukup besar untuk disimpan. Seiring dengan bertambahnya jumlah tanah yang
bersertipikat, maka kebutuhan ruang penyimpanan juga semakin meningkat (

). Dengan menggunakan sertipikat tanah elektronik, proses pendaftaran tanah
menjadi lebih efisien.

Berdasarkan hasil rumusan rapat kerja nasional Kementerian ATR/BPN pada bulan
Maret tahun 2024, kebijakan sertipikat tanah elektronik di Indonesia diprioritaskan
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pelaksanaannya pada 104 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Konsep
implementasi kebijakan menekankan beberapa faktor kunci penentu keberhasilan.
Pertama, kejelasan tujuan yang spesifik dan terukur agar semua pihak paham arah
kebijakan ( ). Kedua, komunikasi efektif untuk menyampaikan
informasi kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan. Ketiga, ketersediaan
informasi atau data yang akurat dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan
dan koordinasi. Keempat, kapasitas sumber daya yang memadai, mencakup SDM
yang kompeten, infrastruktur, dan anggaran ( ). Keempat
elemen ini saling berhubungan dan harus terpenuhi agar implementasi kebijakan
dapat berjalan optimal. Implementasi kebijakan sertipikat elektronik kali ini didasarkan
pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen
Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Penetapan Kantor Pertanahan prioritas
elektronik selanjutnya didasarkan pada Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 285/
SK-0OT.01/111/2024. Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan menjadi salah satu kantor
pertanahan yang diprioritaskan untuk implementasi sertipikat elektronik berdasarkan
keputusan menteri tersebut. Perkembangan selanjutnya, dari 104 Kantor Pertanahan
yang ditunjuk untuk mengimplementasikan sertipikat tanah elektronik saat ini terdapat
445 Kantor Pertanahan yang mengimplementasikan sertipikat elektronik dan layanan
pertanahan elektronik di wilayah Indonesia ( ).

Penelitian mengenai Sertipikat Tanah Elektronik telah dilakukan oleh beberapa peneliti
sebelumnya. , misalnya, menitikberatkan pada aspek yuridis sertipikat
elektronik berdasarkan Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021, sementara

dan mengkaji tantangan penerapannya secara makro
di Indonesia. Namun, tinjauan pustaka mengungkap adanya beberapa kesenjangan.
Pertama, secara regulasi, kajian existing masih berdasar pada regulasi yang usang.
Kedua, aspek implementasi secara internal di Kantor Pertanahan, termasuk prosedur
dan koordinasi, belum banyak diangkat. Ketiga, faktor kritis seperti kualitas data yang
siap elektronik (data buku tanah dan surat ukur yang telah alih media/terdigitalisasi)
yang dalam konteks di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan masih rendah (66,46%
per bulan september 2024) belum dikaji sebagai indikator utama yang mempengaruhi
implementasi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan
menganalisis implementasi sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan berdasarkan
regulasi terbaru, dengan menitikberatkan pada bagaimana kualitas data menjadi
tantangan sekaligus kunci keberhasilan dalam transformasi digital pelayanan
pertanahan ini.

Pemahaman mengenai bagaimana praktik implementasi kebijakan sertipikat tanah
elektronik tersebut berlangsung secara empiris di lapangan, khususnya di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bintan, masih terbatas. Kesenjangan ini mendorong perlunya
pembahasan mendalam untuk mengungkap realitas dan dinamika transformasi digital
dalam layanan pertanahan di kabupaten tersebut.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada
tujuan untuk mengidentifikasi karakteristik atas peristiwa atau kasus yang diteliti
dalam konteks alamiahnya ( ). Lokasi penelitian Kantor Pertanahan
Kabupaten Bintan ditentukan karena sesuai dengan ketentuan dalam Permen ATR/
BPN Nomor 3 Tahun 2023 dan menjadi salah satu kantor pertanahan prioritas dalam
pelaksanaan sertipikat elektronik. Metode kualitatif bertujuan untuk menggali makna,
persepsi, dan pengalaman subjek penelitian secara mendalam terkait pelaksanaan
kebijakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan.

Satryadin, Agus, & Putra. (2025). Matra Pembaruan, 9(2), 107-121 109
https://doi.org/10.21787/mp.9.2.2025.107-121



MATRA PEMBARUAN

Jurnal Inovasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan Sertipikat Tanah Elektronik dalam Konteks Transformasi Digital di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bintan

Data primer diperoleh melalui wawancara kepada sembilan informan (

), yang terdiri dari unsur pelaksana kebijakan yaitu Kantor Pertanahan, dan
unsur sasaran kebijakan yaitu PPAT, dan masyarakat sebagai pengguna layanan yang
dilaksanakan pada bulan september sampai desember tahun 2024. Sedangkan data
sekunder diperoleh dari jurnal dan data atau dokumen lain yang relevan.

Dalam metode kualitatif, peneliti berusaha memahami realitas organisasi yang
terjadi di dalamnya melalui sudut pandang individu yang terlibat ( ). Inti
dari penelitian kualitatif terletak pada analisis data secara induktif, yang diawali
dengan pengamatan langsung terhadap peristiwa atau kasus di lapangan untuk
mengidentifikasi karakteristik dan konteks organisasi ( ),
yang dimulai dari persiapan data, membaca keseluruhan data, koding data, deskripsi
kategoridari hasil koding data, menyajikan narasi, dan interpretasi data yang dilakukan
pada tahap akhir ( ).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Transformasi digital dalam layanan pertanahan akan dilakukan secara bertahap,
diawali dengan migrasi dari sistem analog ke sistem elektronik. Perubahan signifikan
dalam bentuk sertipikat tanah dari fisik menjadi dokumen elektronik merupakan
langkah besar di Kementerian ATR/BPN ( ). Tantangan dalam perubahan
ini adalah kualitas dan capaian data siap elektronik di kantor pertanahan yang masih
minim. Penentuan standar dan sasaran yang spesifik dan terukur dalam sebuah
kebijakan merupakan tujuan utama dari pembuatan kebijakan ( ).

Dengan adanya tolak ukur yang jelas, pelaksana kebijakan dapat bekerja secara
efektif . Hal ini akan meminimalisir terjadinya penyimpangan serta memastikan bahwa
kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan ( ). Menurut
Meter dan Horn, standar dan sasaran kebijakan merujuk pada Keberhasilan suatu
kebijakan sangat ditentukan oleh kejelasan dan kemampuan untuk mengukur tujuan
yang ingin dicapai, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang (
).

Implementasi kebijakan sertipikat tanah elektronik ditetapkan dalam Keputusan
Menteri ATR/BPN Nomor 285/SK-OT.01/I11/2024. Dalam keputusan tersebut
terdapat 104 Kantor Pertanahan yang ditetapkan sebagai pilot project untuk
mengimplementasikan sertipikat tanah elektronik. Di Provinsi Kepulauan Riau,
Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan menjadi salah satu dari tiga kantor pertanahan
yang diprioritaskan bersamaan dengan Kantor Pertanahan Kota Batam dan Kantor
Pertanahan Kota Tanjungpinang untuk implementasi sertipikat tanah elektronik.
Dalam perkembangan berikutnya, saat ini kantor pertanahan di seluruh Indonesia
juga dituntut untuk mengimplementasikan sertipikat tanah elektronik. Ketentuan ini
tertuang dalam Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 468/SK-HR.01/V1/2024 tanggal
7 Juni 2024 tentang Penerbitan Sertipikat Elektronik Untuk Kegiatan Sertipikat Hak
Atas Tanah Program Prioritas Nasional.
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Gambar 1. Transformasi Sertipikat Hak
Atas Tanah dari masa ke masa.
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Sumber:

Berdasarkan data Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) capaian data siap elektronik
di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan masih berada di angka 66,46 persen. Hal
ini menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan sertipikat tanah elektronik
mengingat Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan merupakan salah satu dari tiga
kantor pertanahan yang diprioritaskan untuk melaksanakan layanan elektronik dan
sertipikat tanah elektronik di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kebijakan sertipikat tanah elektronik ini ditetapkan Kementerian ATR/BPN secara top
down dan cenderung mengesampingkan partisipasi dari implementor di lapangan. Di
Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, kondisi data siap elektronik yang masih rendah
disiasati dengan merekrut pihak ketiga untuk melaksanakan alih media buku tanah
(BT) dan surat ukur (SU) percepatan penyelesaian alih media warkah pertanahan.

Sasaran kebijakan sertipikat tanah elektronik secara umum adalah masyarakat
sebagai pemegang hak atas tanah dan PPAT sebagai pihak yang membuat akta
untuk kepentingan pendaftaran tanah. Sebagai sasaran kebijakan, masyarakat
dan PPAT secara umum masih belum mengetahui secara detail tahapan dalam
penerbitan sertipikat tanah elektronik. Masyarakat baru mengetahui adanya kebijakan
sertipikat tanah elektronik saat ada kepentingan untuk mengurus tanah miliknya dan
menerima sertipikat tanah elektronik hasil pemeliharaan data sebagai produk layanan
pertanahan.

Implementasi sertipikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan
saat ini berfokus pada penerbitan sertipikat tanah elektronik hasil pemeliharaan data
seperti jual beli, waris, pemisahan, pemecahan, maupun perpanjangan hak. Namun
di lapangan, informasi yang diterima oleh PPAT terkadang tidak tersampaikan dengan
baik oleh petugas Kantah, hal ini menimbulkan mispersepsi dari sasaran kebijakan.

3.2. Komunikasi dan Informasi

Implementasi kebijakan sertipikasi tanah elektronik menuntut adanya komunikasi
yang terstruktur dan terukur antara pembuat kebijakan dengan kelompok sasaran
kebijakan, yaitu masyarakat sebagai pengguna layanan pertanahan dan PPAT sebagai
mitra ATR/BPN.

Proses komunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan sertipikat tanah
elektronik berdasarkan model Edward III mencakup dimensi transmisi, konsistensi,
dan kejelasan merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan
publik. Pemahaman yang mendalam mengenaitujuan dan sasaran suatu kebijakanoleh
seluruh pemangku kepentingan merupakan fondasi yang kokoh dalam mewujudkan
keberhasilan implementasi kebijakan ( ).
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Masyarakat dan PPAT merupakan sasaran kebijakan utama. Masyarakat, khususnya
yang kurang familiar dengan teknologi, merasa kesulitan untuk memahami manfaat
dari sistem baru ini. PPAT, sebagai mitra ATR/BPN dalam pelayanan pertanahan,
juga membutuhkan pemahaman yang lebih komprehensif agar dapat memberikan
penjelasan yang jelas kepada klien.

Dalam hal penyampaian informasi sertipikat tanah elektronik, Kantor Pertanahan
menyampaikan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang sertipikat tanah
elektronik kepada pemangku kepentingan terutama PPAT, namun belum menjangkau
masyarakat luas. Melalui program sosialisasi ini, Kantor Pertanahan berharap agar
PPAT sebagai mitra yang berperan penting dalam proses administrasi pertanahan
dapat memahami secara menyeluruh mengenai prosedur, legalitas, dan fitur-fitur
keamanan yang ada pada sertipikat tanah elektronik.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, menyatakan
bahwa penerapansistemelektronik dilakukan secarabertahap dengan memperhatikan
kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di setiap Kantor Pertanahan, tingkat
kematangan pelaksanaan teknologi informasi di masing-masing Kantor Pertanahan,
serta tingkat kematangan pengguna layanan, masih belum dipertimbangkan secara
matang oleh Kementerian ATR/BPN dan kontraproduktif dalam kebijakan penunjukan
104 kantor pertanahan prioritas untuk implementasi kabupaten/kota lengkap dan
sertipikat tanah elektronik.

Bagi Kantah Bintan yang kondisi data siap elektroniknya masih rendah hal ini
merupakan tantangan dalam menerjemahkan kejelasan suatu kebijakan kepada
sasaran kebijakan. Mengingat di lingkungan Kantah Kabupaten Bintan sendiri masih
dalam tahap penyesuaian maka komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat
maupun pemangku kepentingan sebatas memberikan pemahaman secara formil
mengingat keterbatasan yang ada.

3.3. Sumber Daya

Dalam menjalankan suatu kebijakan, berdasarkan model Edward III dibutuhkan
sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, peralatan yang memadai, dan pendanaan
yang cukup ( ). Semua sumber daya ini sangat penting untuk
memastikan keberhasilan kebijakan tersebut ( ). Keberhasilan
pelaksanaan kebijakan publik sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya
yang memadai ( ).

Upaya membentuk SDM yang kompeten diawali dengan sosialisasi dari Pusdatin
Kementerian ATR/BPN kepada admin KKP dan petugas baik di Seksi Survei dan
Pemetaan (SP) maupun Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) yang ditugaskan
setiap kantor pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau untuk
mengikuti bimtek dan pelatihan implementasi sertipikat tanah elektronik. Kegiatan
ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan semangat kepada
kantor pertanahan sekaligus mencari strategi dalam mewujudkan kantor data lengkap
dan implementasi sertipikat elektronik.

Meskipun SDM yang terlibat dalam implementasi sertipikat tanah elektronik di Kantah
Kabupaten Bintan sudah menguasai area pelayanan, akan tetapi dalam hal jumlah
pegawai masih dirasakan masih terdapat kekurangan. Hal ini mengingat pelayanan di
Kantah Kabupaten Bintan yang cukup tinggi, namun di sisi lain juga terdapat tuntutan
untuk validasi data pertanahan menuju kabupaten lengkap ( ).

Sumber daya yang selanjutnya adalah sumber daya keuangan. Dalam implementasi
kebijakan alokasianggaranyang diperlukan untuk mencapaitujuan kebijakan (
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Gambar 2. Faktor-faktor yang
mempengaruhi transformasi digital
implementasi sertipikat tanah elektronik.

). Kriteria keberhasilan dimensi ini terletak pada ketersediaan anggaran
yang memadai dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut. Anggaran merupakan
kunci utama dalam menjalankan kebijakan publik. Setiap keputusan pemerintah, baik
berupa peraturan, pelayanan, atau program, membutuhkan alokasi dana yang cukup

( ).

Implementasi sertipikat tanah elektronik untuk kegiatan alih media warkah di Kantah
Kabupaten Bintan anggaran yang digunakan berasal dari APBN yang dibebankan pada
DIPA Kantah Kabupaten Bintan. Mengingat sertipikasi tanah secara elektronik untuk
masyarakat umum baru dilaksanakan di pertengahan tahun 2024, maka perencanaan
anggarannya merevisi dari anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Secara
umum, anggaran implementasi sertipikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan
Kabupaten Bintan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini. Hal ini
dikarenakan biaya sertipikasi tanah elektronik ditanggung oleh pemohon melalui
pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kendala yang dihadapi terkait sarana dan prasarana dalam implementasi sertipikat
tanah elektronik di Kantah Kabupaten Bintan lebih tertuju kepada kesiapan
infrastruktur data pertanahan yang valid dan siap elektronik. Data valid ini meliputi BT
dan SU yang telah divalidasi, kemudian dari data valid yang telah dialih media tersebut
menjadi data pra sertipikat elektronik yang dapat untuk diterbitkan sertipikat tanah
elektronik. Data pertanahan yang valid dan siap elektronik merupakan fondasi penting
dalam proses sertipikasi tanah elektronik. Seringkali data pertanahan yang ada masih
bersifat analog, terfragmentasi, warkah yang tidak ditemukan (hilang) dan belum
terintegrasi dengan sistem elektronik.

3.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Sertipikat Tanah
Elektronik

Berdasarkan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi
digital sektor publik yang dilakukan ( ), ( ),
( ), ( ), ( ), dan
( ), terdapat empat faktor yang diidentifikasi peneliti
dapat mempengaruhi transformasi digital sektor publik khususnya berkaitan
dengan implementasi sertipikat tanah elektronik, faktor tersebut terkait: 1) faktor
kepemimpinan, 2) faktor interoperabilitas, 3) faktor birokrasi, dan 4) faktor budaya
digital sebagaimana direpresentasikan dalam gambar sebagai berikut.

Kepemimpinan Interoperabilitas

Transformasi Digital ]

Birokrasi Budaya Digital

Terkait faktor kepemimpinan, ( ) menyatakan pentingnya keterlibatan
para pemimpin dalam merumuskan strategi transformasi digital terletak pada
kemampuanuntukmemberikanvisiyangjelas, menetapkan prioritas, sertamemastikan
alokasi sumber daya yang optimal. Kepemimpinan yang kuat dapat memfasilitasi
koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan sehingga program sertipikasi tanah

) |
|

Sumber:
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elektronik dapat berjalan lancar ( ). Dalam implementasi sertipikat
tanah elektronik di Kantah Kabupaten Bintan, peran kepemimpinan menjadi faktor
penting dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pusat. Seperti yang
telah dibahas dalam dimensi standar dan sasaran kebijakan serta dimensi sumber
daya, bahwa kondisi data pertanahan (BT dan SU) valid yang ada di Kantah Kabupaten
Bintan saat ditetapkan untuk implementasi sertipikat tanah elektronik sebenarnya
belum dapat dikatakan ideal untuk implementasi elektronik.

Pimpinan Kantah menyadari bahwa implementasi program ini membutuhkan kerja
samayang erat antar berbagai seksi, mulai dari seksi pendaftaran, pengukuran, hingga
bagian pelayanan. Oleh karena itu, SDM yang aktif mendorong adanya koordinasi yang
lebih baik dan saling mendukung antara setiap unit yang terlibat.

Dari sudut pandang PPAT sebagai mitra kerja Kantor Pertanahan, menyatakan
bahwa unsur pimpinan di Kantah Kabupaten Bintan telah cukup baik menetapkan
strategi dalam implementasi sertipikat tanah elektronik. Strategi tersebut mencakup
perencanaan yang matang dan pengalokasian sumber daya yang efisien. Namun
berdasar pengalaman PPAT saat ini, Kantah Kabupaten Bintan belum mengintensifkan
penyebarluasan informasi teknis dalam implementasi sertipikat tanah elektronik.

Terkait Faktor interoperabilitas, dimensi ini merupakan kemampuan sistem
pemerintahan untuk saling bertukar data dan informasi secara lancar akan
mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi beban administratif.
Tanpa interoperabilitas, silo data yang ada akan menghambat pengembangan layanan
publik digital yang terintegrasi ( ) Interoperabilitas merupakan
kemampuan sistem pemerintahan untuk saling bertukar data dan informasi
secara lancar akan mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi
beban administratif. Tanpa interoperabilitas, silo data yang ada akan menghambat
pengembangan layanan publik digital yang terintegrasi.

Dimensi interoperabilitas dalam implementasi sertipikat tanah elektronik di
Kantah Kabupaten Bintan dinilai telah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam
mendukung kebutuhan para pemangku kepentingan ( ), seperti
masyarakat umum dan PPAT. Keterhubungan ini tercermin dari kemudahan akses
sertipikat tanah elektronik melalui aplikasi Sentuh Tanahku yang dirancang untuk
masyarakat mengecek sertipikat tanah elektronik dengan memindai barcode yang ada
di dalamnya, serta tersedianya akses aplikasi mitra untuk PPAT, yang mempermudah
proses pengelolaan dan verifikasi dokumen terkait. Dukungan akses aplikasi ini
menunjukkan bahwa upaya menuju transformasi digital layanan pertanahan telah
sesuai dengan kebijakan yang diharapkan.

Di sisi lain, terdapat sejumlah catatan yang menjadi kendala dalam implementasi
di lapangan yang dialami oleh aktor pelaksana kebijakan. Hal ini tercermin dari
kendala yang dialami oleh Seksi SP yang merupakan seksi teknis yang menangani
dalam penggunaan aplikasi Sitata untuk alih media SU dan data spasial. Kendala ini
seperti data spasial dalam sertipikat elektronik yang telah selesai diproses terkadang
peta bidang tanahnya tidak sejajar dengan jalan atau bahkan melewati jalan. Hal ini
disebabkan karena data spasial dalam sertipikat elektronik menggunakan basis data
dari open street map.

114

Satryadin, Agus, & Putra. (2025). Matra Pembaruan, 9(2), 107-121
https://doi.org/10.21787/mp.9.2.2025.107-121



MATRA PEMBARUAN Implementasi Kebijakan Sertipikat Tanah Elektronik dalam Konteks Transformasi Digital di Kantor
Jurnal Inovasi Kebijakan Pertanahan Kabupaten Bintan

LETAK BIDANG TANAH

A

Gambar 3. Peta bidang tanah dalam e = = o © OpenStreetMap
sertipikat tanah elektronik.

Sumber:

Terkait faktor birokrasi, dimensi ini didefinisikan sebagai suatu struktur organisasi yang
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui standarisasi prosedur
dan praktik kerja. Menurut Weber birokrasi menghasilkan efisiensi organisasi dengan
mengikuti prosedur dan mekanisme koordinasi yang menggabungkan aturan dan
sistem instrumental yang dirancang untuk merasionalisasi efisiensi administrasi
publik ( ).

Pelaksanaan penerbitan sertipikat tanah elektronik masih didasarkan pada SOP
lama untuk sertipikat analog, sehingga dalam hal waktu layanan baik itu untuk
pendaftaran tanah pertama kali maupun pendaftaran tanah karena alih media
durasi waktu layanannya masih sama. SOP tersebut diantaranya didasarkan pada
PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jis. PP Nomor 18 Tahun 2021
tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran
Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, PP
Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Kementerian ATR/BPN.

Harapan besar dari sebuah transformasi digital, terutama di sektor publik, adalah
terciptanya sistem yang mampu memangkas birokrasi yang cenderung tidak fleksibel,
mengurangi pemborosan akibat pengelolaan anggaran yang kurang efektif (

). Dalam konteks implementasi sertipikat tanah elektronik, kemajuan
teknologi ini seharusnya dapat mewujudkan birokrasi yang lebih ramping, efisien, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat ( ).

Adapun terkait faktor budaya digital, transformasi digital merujuk pada pemanfaatan
teknologi oleh perusahaan, seperti penggunaan perangkat seluler, atau perangkat
komputasitertanam, untuk mengoptimalkan pengalaman pelanggan atau mendukung
penciptaan dan penerapan model bisnis baru ( ). Budaya digital dalam
transformasi digital sektor publik bertujuan membangun dan mengembangkan pola
pikir yang sejalan dengan agenda digital, dimana budaya tersebut bersifat eksploratif,

adaptif, terbuka terhadap perubahan ( ).
Kolaborasi menjadi kunci dalam menciptakan ide-ide segar dan mendorong inovasi
( ). Organisasi perlu meninggalkan pendekatan

yang terisolasi atau silo. Oleh karena itu, organisasi harus menyusun nilai-nilai bersama
yang menjadikan digital sebagai inti penciptaan nilai, sekaligus mengintegrasikan
teknologi digital ke dalam proses transformasi dan cara kerja (

).
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Gambar 4. Timeline pembangunan
sistem sertipikat elektronik di Kementerian
ATR/BPN.

Tabel 1. Perbedaan sertipikat elektronik
dengan sertipikat analog.

| Development Aplikasi L

Pengujian Internal

O—\

Februari 2021 ]

Regulasi

O

Januari 2021

Ujicoba Sertipikat
Elektronik di
Pilot Project

—

2021 Maret 2021

Launching Sertipikat

Launching untuk " A
Elektronik untuk Instansi

Masyarakat umum

=== ;,O, —_— 77;0, =

2024 2023

Perubahan Regulasi

Sertipikat
Elektronik

Sumber: Pusdatin Kementerian ATR/BPN, 2024

Bagi kalangan PPAT, implementasi sertipikat tanah elektronik sebenarnya bukanlah
hal yang sepenuhnya baru di lingkungan Kantor Pertanahan. Sebelum kebijakan ini
diterapkan, PPAT sudah cukup familiar dengan sistem digital melalui penerapan
kebijakan terkait hak tanggungan elektronik dan layanan pertanahan prioritas yang
juga berbasis elektronik. Pengalaman inimemberikan keuntungan tersendiri bagi PPAT,
karena sudah memiliki pemahaman dasar tentang prosedur kerja berbasis elektronik,
termasuk alur kerja dan penggunaan platform digital. Selain itu, keberadaan kebijakan
sebelumnya telah membantu membangun budaya kerja yang lebih adaptif terhadap
teknologi di kalangan PPAT.

Bagi masyarakat atau pemegang hak atas tanah, penerapan kebijakan sertipikat
tanah elektronik relatif mudah diterima karena proses alih media dari sertipikat fisik
ke sertipikat elektronik berlangsung dengan transparan dan jelas. Saat mengurus
sertipikat tanah, masyarakat diberi pemahaman bahwa dokumen yang dimohonkan
akan dialihkan ke dalam bentuk elektronik, yang justru dinilai lebih praktis dan aman.
Respon masyarakat umumnya positif, karena mereka memahami bahwa digitalisasi ini
bertujuan untuk memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan efisiensi layanan
pertanahan. Selain itu, hadirnya aplikasi Sentuh Tanahku menjadi faktor pendukung
dalam keberhasilan implementasi ini.

3.5. Pembahasan

Implementasi sertipikat tanah elektronik bagi masyarakat secara umum dilaksanakan
melalui pendaftaran tanah pertama kali maupun pendaftaran alih media. Sebelum
sertipikat tanah elektronik dapat diterbitkan, data pertanahan seperti buku tanah
dan surat ukur harus terlebih dahulu divalidasi dan diubah ke format digital. Proses
ini mencakup tahapan pra buku tanah elektronik, pra surat ukur elektronik, dan pra
sertipikat elektronik.

Kode Dokumen

Kode blanko menggunakan nomor seri unik berupa gabungan huruf dan angka

Menggunakan hashcode berupa kode unik dokumen elektronik yang di
generate oleh sistem

Scan gr-code

Tidak menggunakan scan qr-code

Menggunakan scan qr-code yang berisi tautan yang memudahkan
masyarakat mengakses dokumen elektronik

Nomor Identitas
peta bidang

Menggunakan banyak nomor berupa nomor hak, nomor surat ukur, NIB, nomor

Menggunakan single identity yang hanya menggunakan satu nhomor
identifikasi bidang/NIB

Ketentuan, Kewajiban
dan Larangan

Dicatat pada kolom petunjuk, pencatatan ketentuan ini tidak seragam bergantung
masing-masing kantor pertanahan

Menyatakan aspek right, restriction, responsibility, dimana larangan dan
kewajiban dicantumkan

Tanda tangan

Menggunakan tanda tangan manual yang rawan dipalsukan

Menggunakan tanda tangan elektronik

Bentuk Dokumen

Berbasis kertas berupa blanko yang berisi kertas berlembar-lembar

Dokumen elektronik, dengan informasi yang diberikan padat dan ringkas

Sumber: Kementerian ATR/BPN 2024, diolah.
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Kebijakan sertipikat tanah elektronik yang ditetapkan Kementerian ATR/BPN belum
mendasarkan pada kesiapan dan kualitas data siap elektronik di Kantor Pertanahan
yang ditunjuk dalam Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 285/SK-OT.01/111/2024.
Implementor kebijakan di Kantah Kabupaten Bintan menyatakan bahwa penunjukan
Kantor Pertanahan Bintan sebagai pilot project sertipikat elektronik belum didasarkan
pada kesiapan data yang ada di kantor pertanahan. Pusat seharusnya melakukan
kajian mendalam terhadap kondisi masing-masing kantor, khususnya kualitas data
pertanahan. Hal ini sesuai model top down implementasi kebijakan Peters & Pierre,
bahwa kebijakan yang bersifat top down pada dasarnya mengikuti pendekatan
preskriptif yang menafsirkan kebijakan sebagai faktor input dan implementasi sebagai
faktor output ( ). Namun, untuk mencapai tujuan ini, lembaga
pelaksana harus mempunyai sumber daya yang cukup, dan perlu adanya sistem
tanggung jawab yang jelas dan kendali hierarkis untuk mengawasi tindakan para
pelaksana ( ).

Berdasarkan temuan dalam implementasi kebijakan sertipikat tanah elektronik di
Kantah Kabupaten Bintan, masih terdapat beberapa kendala atau hambatan yang
dialami oleh aktor-aktor pelaksana kebijakan. Hambatan tersebut diantaranya adalah
terkait standar kebijakan yang ditetapkan Kementerian ATR/BPN belum didasarkan
dengan data pertanahan yang ada di Kantah Bintan. Dengan status Kantah Bintan
yang belum menjadi Kantah Kota Lengkap, implementasi sertipikat tanah elektronik
terkendala pada kesiapan data elektronik.

Selanjutnya terkait dengan komunikasi dan informasi, penyampaian kebijakan
sertipikat tanah elektronik belum diintensifkan Kantah Kabupaten Bintan, haliniterlihat
dari sosialisasi formal yang baru dilaksanakan satu kali dan belum mengintensifkan
postingan mengenai sertipikat tanah elektronik di kanal media sosial. Dengan
penyampaian informasi yang belum intens, maka informasi belum tersampaikan
secara optimal kepada sasaran kebijakan.

Kemudian terkait dengan sumber daya yang terdiri dari SDM, anggaran, dan peralatan/
infrastruktur, implementasi kebijakan sertipikat tanah elektronik di Kantah Bintan
masih membutuhkan tambahan SDM untuk menunjang layanan sertipikasi tanah
secara elektronik, selain itu sumber daya berupa data pertanahan masih terus
dilakukan dengan percepatan alih media data pertanahan dan mitigasi terhadap
warkah yang hilang. Adapun terkait sumber daya anggaran, tidak menjadi kendala
dikarenakan sertipikasi tanah elektronik biayanya dibebankan kepada pemohon
dengan membayar sejumlah PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan faktor kepemimpinan, pimpinan Kantah Kabupaten Bintan dinilai
cukup baik dalam menetapkan strategi kepemimpinan kolaboratif. Pimpinan juga aktif
menjaga koordinasi antar pemangku kepentingan. Namun, penyebarluasan informasi
teknis kepada PPAT masih minim, terlihat dari kurangnya sosialisasi prosedur teknis
yang jelas dalam proses pendaftaran sertipikat elektronik.

Kemudian terkait dengan interoperabilitas, keterhubungan antar sistem dalam
layanan pertanahan elektronik dirasakan efisiensi dan manfaatnya oleh sasaran
kebijakan. Masyarakat dan PPAT merasakan manfaat positif dari penerapan sertipikat
tanah elektronik ini. Efisiensi tersebut didapatkan dari kemudahan akses sertipikat
elektronik melalui aplikasi Sentuh Tanahku dan kemudahan akses layanan pertanahan
lain di aplikasi tersebut.

Dalam hal faktor birokrasi, implementasi sertipikat tanah elektronik di Kantah
Kabupaten Bintan terdapat perubahan proses bisnis dalam penerbitan sertipikat
tanah. Dimana sejak diluncurkan pertengahan tahun 2024, saat ini output dari
kegiatan pendaftaran tanah adalah berbentuk sertipikat tanah elektronik baik untuk
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pendaftaran tanah pertama kali maupun pendaftaran pemeliharaan data pertanahan.
Akan tetapi dalam konteks birokrasi pertanahan, baik dari sudut pandang pelaksana
kebijakan maupun sasaran kebijakan menyatakan bahwa proses birokrasinya masih
samadengan sertipikat analog. Hal ini karena implementasi sertipikat tanah elektronik
masih menggunakan SOP lama.

Adapun terkait faktor budaya digital, dalam konteks implementasi sertipikat tanah
elektronik di Kantah Kabupaten Bintan berperan penting baik bagi pelaksana kebijakan
maupun masyarakat dan PPAT sebagai sasaran kebijakan. Secara umum, semua pihak
telah cukup mampu mengadopsi dan menggunakan layanan serta sistem digital yang
diterapkan. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam proses adaptasi terhadap
sistem baru yang masih terus dikembangkan. Bagi pelaksana kebijakan, implementasi
di lapangan dirasakan cukup berat dan membutuhkan upaya ekstra. Namun, langkah
ini dipandang esensial untuk membangun basis data pertanahan elektronik yang valid
dan siap elektronik di Kantah Kabupaten Bintan.

Temuan dalam penelitian ini, terdapat hal-hal yang masih menjadi kendala dalam
implementasi sertipikat tanah elektronik di Kantah Kabupaten Bintan. Hal tersebut
berkaitan dengan kesiapan data siap elektronik (pra sertipikat elektronik) di kantah
yang belum optimal. Status Kantah Kabupaten Bintan yang belum menjadi kota
lengkap menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi sertipikat tanah elektronik.
Data pertanahan berupa warkah juga masih dijumpai ada yang tidak ditemukan
(hilang), sehingga menyulitkan untuk alih media BT maupun SU. Hal ini seharusnya
menjadi perhatian bagi Kementerian ATR/BPN sebagai pembuat kebijakan untuk
memperhatikan kualitas data dan kesiapan data di setiap kantor pertanahan terutama
bagi kantor pertanahan prioritas yang ditunjuk untuk implementasi sertipikat tanah
elektronik.

Penyebaran informasi melalui media sosial juga perlu diintensifkan agar informasi
kebijakan sertipikat tanah elektronik menjangkau seluruh masyarakat dan pemangku
kepentingan di Kabupaten Bintan. Adapun terkait birokrasi perlu dilakukan reformulasi
birokrasi pertanahan yang mengubah SOP layanan pertanahan yang bercorak digital.

4. Kesimpulan

Studi implementasi kebijakan ini memberikan kontribusi teoritis dengan
mengidentifikasi titik-titik kritis dalam proses transformasi digital sektor publik.
Temuaninisekaligus mengungkap risiko inheren kebijakan digital, sepertiterbentuknya
kesenjangan kapasitas antara policy maker dan policy implementor, dan kerentanan
sistem ketika kebijakan dilaksanakan tanpa basis data yang memadai. Kebijakan
sertipikat elektronik merupakan inovasi kebijakan yang belum tuntas karena masih
berjalan secara terpisah dan belum mengedepankan collaborative policy. Dokumen-
dokumen penunjang pendaftaran tanah, seperti akta yang dibuat oleh PPAT dan
dokumen pertanahan dari desa/kelurahan, masih berbasis kertas (analog).

Modelimplementasi kebijakan top down menunjukkan bahwa kesiapan data elektronik
yang belum optimal merupakan hambatan struktural, di samping faktor komunikasi
kebijakan. Oleh karena itu, kontribusi praktis dari studi ini adalah berupa rekomendasi
strategis yang menekankan pendekatan evidence based policy bagi policy maker di
Kementerian ATR/BPN, di mana validasi data pertanahan elektronik yang menyeluruh
menjadi prasyarat utama untuk memitigasi risiko kegagalan transformasi digital.
Transformasi digital dalam layanan publik seperti ini tidak hanya bergantung pada
adopsi teknologi, tetapi pada penguatan ekosistem data yang andal dan kolaboratif.
Hal ini merupakan langkah imperatif untuk membangun ketahanan dan kedaulatan
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digital sekaligus memastikan bahwa kebijakan transformasi digital dapat diwujudkan
secara inklusif, akurat, dan berkelanjutan di tingkat Kantor Pertanahan.
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